
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk 

' 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
orejo Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Retibusi 

Tempat Rekreasi dan Olahraga; 

b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan 
kebutuhan dalam pengembangan dan memajukan 
tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten 
Purworejo, Peraturan Bupati sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, 
sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan 
dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru; 

• 

' 

Menimbang : a. bahwa untuk mend ukung agar dalam pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 
Tahun 2011 ten tang Retribusi Tempat Rekreasi dan 
Olahraga dapat lebih berdaya guna dan berhasil 
guna, telah ditetapkan Peraturan Bupati orejo 
Nomor 71 Tahun 2011 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retibusi 
Tempat Rekreasi dan Olahraga; 

' 

BUPATI PURWOREJO, 

' 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

• 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 24 TAHUN 2011 

' 

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 
' 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR · 44 TA!IlJN 2015 

• 

BUPATI PURWOREJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

• 

.. a.·- 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerintah Daerah Bupati sebagai urrsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan u rusan 
pemerintahan yang menjadi kewcnangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Purworejo, 
4. Pejabat adalah pegawai y'ang diberi tugas tertentu di bidang 

retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten 

Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungai menangani 
ur'usan pariwisata. 

6. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah 
Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 
menangani ur'usan pariwisata. 

7. Badan adalah se pulan orang dan/ atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
mel an usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komancliter, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
atau Badan U saha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
per pulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik 
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATlJRAN DAERAH KABUPATEN 
PURWOREJO NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG 
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA. 

MEMUTlJSKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerirrtahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, ter · 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 
Tahun 2011 ten tang Retribusi Tempat Rekreasi dan 
01 ga (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo 
Tahun 2011 Nomor 24); 



8. Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah tempat rekreasi, 
pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ 
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah unruk kepentingan o1'3Ilg 
pribadi atau Badan. 

10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya dapat 
d isebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat 
rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ 
atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

11. Subjek Retribusi adalah orai1.g pribadi atau Badan yTang 
menggunakan/ menikmati pelayanan Tempat Rekreaai dan 
Olahraga yang disediakan, dimiliki dai1./ atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah. 

12. Objek Retribusi adalah pelayanan jasa Tempat Rekreasi clan 
Olahraga yang disediakan, dimiliki dai1./ atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah. 

13. Wajib Retrihusi adalah orai1.g pribadi atau Badan _}'ang menurut 
peraturan perundang-undangan retrib usi diwajibkan untuk 
melakukan pembayarau retribu si, termasuk pemungut ata1.1 
pemotong retribusi tertentu, 

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjuti1.ya dapat disingkat 
SKRD adalah surat ketetapan Retribusi }rang menentukan besarnya 
pokok Retribusi yang terutang. 

15. Tanda Terima Pembayaran yang selanjutnya disingkat TTP adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran Retrib usi oleh Wajib Retrib usi 
kepada Bendaliara Penerimaan. 

16. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti 
penyetoran Retribusi yang telah dil an oleh Bendahara 
Penerimaan derigan menggunakan formulir atau telah dil an 
dengan cara lain ke Kas Umum Daerah. 

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 
STRD adalah surat untuk mel an tagihan retrib usi dai1./ atau 
sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda. 

18. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk 
menegur atau memperingatkan Wajib Retrib usi untuk melunasi 
utang retribusinya yang diterbitkan 7 (tujuh] hari setelah tanggal 
terutangnya retribusi. 

19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan ua11g Daerah yang 
clitentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
Daerah. 

20. Kedaluwarsa adalah suatu alat urrtuk memperoleh sesuatu atau 
untuk dibebaskan clari suatu perikatan dengan lewatnya suatu 
w tertentu dan atas syarat-syarat )'ang ditentukan oleh 
undang-undang. 

21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional }rang ditunjuk 
unruk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada 
Perangkat Daerah Teknis. 



Subjek Retrib usi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang 
menggunakanj menikmati pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dai1 
Olah raga. 

Pasal 3 

(2) Tidak termasuk Objek Retrib usi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), adalah pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga 
yang disecliakan, dirniliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah 
Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau 
pihak swasta. 

(1) Objek Retribu.si Tempat Rekreasi dan Olabraga adalah pelayanan 
Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga y3ng disediakan, dimiliki 
dar1/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang terdapat di: 
a. Kawasan Geger Menjangan; 
b. Goa Seplawan; 
c. Pantai Jatimalang; 
d. Pantai Keb an; 
e. Museum Tosan Aji; 
f. Petilasan W. R. Soepratman. 
g. Kolam Renang Artha Tirta; 

Pasal 2 

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

BAB II 

22. Petugas Pemungut Retribusi adalah Pegawai Negeri Sipil atau 
petugas lainnya yang diberi tugas melakukan pemungutan 
Retrihusi berdasarkan keputusan dan Surat Perintah Tugas dari 
Kepala Perangkat Daerah Teknis. 

23. Keringanan Retribusi adalah keringanan terhadap pengenaan tarif 
Retribusi, yTang diberikan berdasarkan petim bangan dan alaaan 
tertcntu yang dapat dipertanggungjawabkan. 

24. Pengurangan Retribusi adalah pengurangan terhadap Retribusi 
terutang, )'ar1g diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan 
kondisi tertentu Wajib Retribusi atau kondisi tertentu Objek 
Retrib usi, 

25. Pembebasan Retrihusi adalah pembebasan terhadap Wajib 
Retrib usi dari kewajiban untuk membayar Retribusi yang terutang, 
yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan terjadinya 
bencana dan sebab-sebab lain yai1g luar biasa. 

26. Penghapusan Retribuei terutang adalah penghapusan terhadap 
Petrib usi terutang, yTang dilakukan berdasarknn pertimbangan dan 
alasan bahwa Retribusi terutang tidak mungkin ditagih lagi karena 
hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau karena 
adanya szmkai administrasi yang timbul bukan karena kesalahan 
Wajib Retrihusi, 



(2) Besaran biaya operasional sebagairnana d imaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran. 

(1) Terhadap Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana diruaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan biaya operasional pemungutan 
Retribusi dari Pemerintah Daerah. 

Pasal 7 

Tata cara pemungutan Retribusi dilakukan sebagai berikut: 
a. pemungutan Retribusi dil an oleh Petugas Pemungut Retribusi 

terhadap Subjek Retribusi di pintu masuk Tempat Rekreasi, 
Pariwisata dan Olahraga; 

b. Subjek Retribu.si yang telah membayar Retribusi, wajib diberi tanda 
bukti pembayaran Retribusi berupa karcis, kwitansi atau tanda 
bukti pembayaran yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 6 

(3) Format SKRD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini, 

sebagairnana dirnaksucl pada 
kwitansi atau tanda bukti 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan 
ayat (1), dapat berupa karcis, 
pembayaran. 

(1) Petugas Pemungut Retribusi dalam memungut Retribusi 
menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, 

Pasal 5 

(3) Besarnya Retribusi yang dipungut harus sesuai dengan besaran 
tatif Retrihusi )7ang ditetapkan dalam Peraturan Dacrah Kabupaten 
Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat 
Rekreasi dan Olahraga. 

(2) Retrihusi sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dipungut oleh 
Petugas Pemungut Retribusi di masing-masing Ternpat Rekreasi, 
Pariwisata dan Olahraga. 

(1) Setiap orang pribacli atau Badan yang menggunakan/ menikrnati 
pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga dipungut 
Retrib usi. 

Pasal 4 

TATA CARA PEl\1UNGlJTAN RETRIBUSI 

BAB III 
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(6) Format Surat Pernyataan Kesariggtrpan Membayar Secara Angsuran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Pembayarsm Retrib uei secara angs'uran dilengkapi dengan Surat 
Pemyataan Kesanggupan Membayar Secara Angsuran dalam tahun 
an ggaran berkenaan. 

(4) Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah Teknis, dapat menyetujui 
pembayaran Retribu.si secara angsu ran berdasarkan alasan yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Permohonan pembayaran Retribusi secara angsuran dibuat oleh 
Wajib Retribusi ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat 
Daerah Teknis, disertai alasannya. 

(2) Pembayaran Retrib usi yang dapat diangsur adalah Retribusi yang 
besarnya Rp. 5.000.000,- (Limajuta Rupiah) atau lebih. 

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi yai1.g 
terutang secara tunai/ lunas, maka Wajib Retribusi dapat 
mengajukan permohonan pembayaran Retribusi secara angsuran 
kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah Teknis. 

Pasal 9 

ANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

BABV 

(2) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang 
secara langsung dan tunai/ lunas kepada Petugas Pemungut 
Retribuei di pintu masuk Tempat Rekreasi, Pariwisata dai1. 
Olah raga. 

(1) Setiap Wajib Retribusi membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

Pasal 8 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAl'-T 

BAB IV 

I 

.. 



'/ 

• 

(3) Penyetoran hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diberikan TIP oleh Bend.ahara Penerimaan. 

(2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
mel an verifikasi dan validasi penyetorau pemungutan Retrib usi 
oleh Petugas Pemungut Retribusi. 

(1) Petugas Pemungut Retribusi menyetorkan hasil pemungutan 
Retribusi kepada Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari 
kerja sejak Retribu si diterima. 

Pasal 11 • 

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI 

BAB VII 

(6) Format Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

Retribusi dilengkapi dengan Surat 
Membayar dalam tahun angga1·an 

pembayaran 
Kesanggupan 

(5) Penuridaan 
Pernyataan 
berkenaan. 

(4) Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah Teknis dapat meriyetuj ui 
periundaan pembayaran Retribusi berdasarkan alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Pengajuan perrundaan pembayaran Retribusi dibuat oleh Wajib 
Retribusi ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Dacrah 
Teknis disertai dengan alasannya. 

(2) Pembayaran Retribusi yang dapat ditunda adalah Retrib ust yang 
besarnya Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) atau lebih. 

(1) Dalam hal Wajib Retribuei tidak dapat membayar Retribusi yang 
terutang tepat pada w ya, maka Wajib Retribusi dapat 
mengajukan permohonan penundaan pembayaran Retribusi kepada 
Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah Teknis. 

Pasal 10 

PENUNDAAN PEMBAY ARAN RETRIBUSI 

BAB VI 

I 



(5) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(4) Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah 
Teknis atau Pejabat yar1g ditunjuk. 

(3) Wajib Retribusi hams meluriaai Retribusi yang terutang dalam 
jangka w 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal STRD atau surat 
lain yang sejenisnya. 

(2) Surat teguran/ peringatarr/ surat lain yang sejeuis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari 
kerja sejak jatuh tempo pembayaran, 

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi yang terntang 
tepat pada wakturiya atau kurang membayar, ditagih dengan 
menggurraknn STRD dengan didahului surat teguran/ peringatan/ 
surat lain yang sejenis, 

Pasal 13 

TATA CARA PENAGIHAN 

BAB VIII 

(4) Format STS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam 
Lampiran V }rang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Perat.uran Bupati ini. 

(3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
an dengan menggunakan STS dalam rangkap 5 (Lima). 

(2) Penyetoran Petribus! sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
dilaksanakan paling lam bat 1 (Satu) hari kerja terhitung sejak 
Retribusi diterima. 

(1) Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah Teknis wajib 
menyetorkan penerimaan Retribusi secara bruto ke Kas Umum 
Daerah. 

(4) Format T1'P clari Bendahara Penerimaan sebagaimana d imakaud 
pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 12 



'I 

. 

atau 
1~ rombongan wisatawan urrtuk kepentingan sosial. 

(2) Keringanan Retribusi hanya diberikan kepada Wajib Retrib usi, 
dengan kriteria sebagai berikut: 
;::1. rombongan pelajarj mahasiswa dar'i Daerah, daerah lain atau 

Negara lain; 
11. rombongan wisatawan religius pada Kawasan Geger Menjangan; 
c. rombongan pecinta alam pada Kawasan Geger Menjangan, Goa 

Seplawan, Pantai Jatimalang dan Pantai Keb an; 
d. rombongan olahragawan yang melakukan latihan secara 

period ik pada Kolam Renang a Tirta; 
1:'. peneliti yang melakukan tugas penelitian pada l{awasan Geger 

Menjangan, Goa Seplawan, Pantai Jatimalang, Pantai 
Keb an, Museum Tosan Aji dan Petilasan W. R. Soepratman; 

(1) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (1) diberikan kepada Wajib Retrib'usi sebelum penetapan 
Retribu si terutang dengan cara mengurangi dasar pengenaan 
Retrib usi di bawah ketentuan tarif Retribusi yang telah ditetapkan. 

Pasal 15 

(2) Alasan dan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa pertimbangan untuk meringankan beban 
Wajib Retribusi kalangan tertentu, antara lain anak sekolah/ 
mahasiswa, peneliti, olahragawau/ atlet, pengusaha kecil, jenis-jenis 
usaha yang bergerak di bidang pelayanan publik/ sosial atau 
kalangan lainnya )rai1.g melakukan kegiatan mendukung program 
Pemerintah Daerah. 

(1) Keringanan Retribusi dapat diberikan kepacla Wajib Retribusi 
berupa keringanan terhadap dasar pengenaan Retrib usi di bawah 
ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan alasan dan 
pertim bangan tertentu ya11.g dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 14 

Bagian Kesatu 
Keringanan Retribusi 

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN 
PEMBEBASAN RETRIBUSI 

BAB IX 



(1) Permohonan dan pemberian keringanan Retribusi diajukan dengan 
tata cara sebagai berikut: 
a. pemohon mengajukan surat permohonan keringanan Retrib usi 

kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah Teknis atau 
mengisi formulir permohonan keringanan yang telah disediakan 
oleh Petugas Pemungut Retribusi di pintu masuk Tempat 
Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga; 

b. suratj formulir pemohonan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a ditulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan 
alasannya yang jelas dan ditandatangani oleh pemohon 
keringanan atau kuasanya; 

c. dalam hal s'uratj form nlir permohonan ditandatangani oleh 
Kuasa dari W ajib Retribusi, maka harus dib · an dengan 
surat kuasa bermeterai cukup; 

d. surat/ formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada 
buruf a harus dilampiri persyaratan sebagairuana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (3), masing-masing dalam rangkap 2 (dua) 
clan telah dilegalisir dan/ atau disahkan sesuai ketentuan yang 
berlaku; 

e. surat/ formulir permohonan beserta lampirannya diserahkan 
kepada Petugas Pemungut Retribusi di pintu masuk Tempat 
Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga; 

Pasal 16 

(3) Permohonan keringanan Retrib usi sebagaim.ana dimaksud pada 
ayat (1) hams memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. untuk Wajib Retribusi orang pribadi: 

1. s'uratj forrrrulir permohonan keringanan Retribusi ya1.1_g 
sekurang-kurangnya memuat alasan permohorian keringa:nan 
Retrib usi; 

2. fotokopi KTP pemohon }'ang masih bcrlaku. 
b. untuk Wajib Retribusi berupa Bada:n: 

1. surat/ formulir permohonan keringanan Retribusi yai1_g 
sekurang-kurangnya memuat alasan Permohonan keringanan 
Retribuai; 

2. fotokopi KTP pengurus badan yang masih berlaku; 
3. fotokopi bukti pendirian badan; 

c. urrtuk Wajib Retribusi orang pribadi atau Badan secara kolektif: 
1. surat/ formulir permohonan keringanan Retribusi secara 

kolektif yang sekurang-kura:ngnya memuat alasan 
Permohonan keringanan Retribusi; 

2. fotokopi KTP orang yang bertindak untuk dan atas nama 
serta sah mewakili Wajib Retribusi yang mengajukan 
keringanan secara kolektif. 

d. surat/ formulir permohonan berlaku untuk 1 (satu) kali 
kunjungan. 



'I 

(3) Kondisi tertentu Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) adalah keadaan objek Retribusi sehingga layak untuk 
diberikan pengurangan, misalnya Objek Retribusi mengalami 
kerusakan. 

(2) Pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. untuk orang pribadi adalah rendahnya kemampuan membayar 

sehingga Wajib Retribusi kesulitan memenuhi kewajibannya 
membayar Retribusi yai1.g terutang; 

b. untuk Sadan adalah kerugian atau kesulitan iditas yang 
dialami, sehingga Wajib Retribusi kesulitan untuk memenuhi 
kewajibannya membanyar Retribusi yang terutang. 

(1) Pengurangan Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi 
berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retrib usi 
atau kondisi tertentu Objek Retribusi. 

Pasal 17 

Paragraf 1 
Pertimbangan 

Bagian Ked ua 
Pengurangan atau Pembebasan Retribu.si 

(2) Format formulir pemberian keringanan Retrilrusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V11 Peraturan 
Bupati ini 

• I. 

f. berkas permohonan yang telah diterima Petugas Pemungut 
Retribusi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan/ penelitian 
administratif; 

g. berkas permohonan yai1.g belum memenuhi persyaratan (belum 
benar clan lengkap) dikembalikan kepada pemohon untuk 
dibetulkan/ dilengkapi; 

h. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan (benar 
dan lengkap) selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik terhadap 
kondisi Wajib Retribusi dan/ atau terhaclap Objek Retribusi; 
berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian fisik, 
Petugas Pemungut Retrib uai merekomendasikan bahwa 
permohonan dapat dikabulkan atau ditolak; 
berdasarkan rekomendasi hasil penelitian yang dikabulkan, 
diterbitkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Teknis; 

k. Keputusan pemberian keringanan diserahkan kepada pemohon; 
1. terhadap permohonan yang ditolak diterbitkan surat penolakan 

permohonan dengan disertai alasan penolakannya, 

• 

J· 



~, 

Pengurangan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 17 dan Pasal 18 dapat diberikan kepada Wajib Retribusi 
yang mengajukan permohonan pengurangan atau pembebasan 
Retribusi kepada Bupati, 

Pasal 20 

(2) Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana climaksud pada 
ayat (1) adalah ketetapan retribusi termasuk sanksi adrninistrasi. 

(1) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau 
Pembebasan Retribusi sebagaimana d imaks ud dalam Pasal 18 
diberikan kepada Wajib Retrib uei atas Retribusi yang terutang yang 
tercantum dalam SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan. 

Pasal 19 

Paragraf2 
Ketentuan dan Persyaratan 

(4) Pertimbangan lain yang dapat dipcrtanggungjawabkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi: 
a. pendidikan, pelatihan dan kegiatan lain yang sejenis dalam 

rangka pertahanan clan kcamarian atau ketertiban Negara/ 
Daerah; 

b. pembinaan atlet dalam rangka merigltad api event olahraga 
tin gkat daerah/ nasional/ in temasional; 

c. tamu resmi Daerah baik yang berasal dari daerah lain, 
pemerintah pusat atau Negara lain; 

d. kegiatan ked.inasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, 
Pejabat atau Pegawai dari daerah lain atau Pemerintah Pusat; 
atau 

e. kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan 
kepariwisataan di Daerah. 

(3) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah kejadian luar biasa yang terjadi di darah seperti wabah 
penyakit, kebakaran dan kekeringan. 

(2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana 
alam yang terjadi di daerah dan secara resmi ditetapkan sebagai 
bencana alam oleh pejabat yang berwenang, 

(1) Pembebasan Retribusi dapat d'iber'iksrn kepada Wajib Retribusi atas 
Retribusi yang terutang karena pertimbangan terjadi bencana, 
sebab lain yang luar biasa atau pertimbangan lain yang dapat 
dipertanggungj awabkan. 

Pasal 18 



'/ 

( 1) Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian pengurangan atau 
pembebasan Retribusi adalah sebagai berikut: 
a. pemohon mengajukan surat/ formulir permohonan pengurangan 

ata1-1 pembebasan Retribusi kepada Bupati melalui Kepala 
Perangkat Daerah Teknis; 

b. surat/ formulir pemohonan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a ditulis dalam Bahasa Indorieeia disertai dengan 
alasannya yang jelas dan ditandatangan:i oleh Wajib Retribusi 
atau kuasanya; 

c. dalam hal 81-11,at Permohonan ditandatangani oleh Kuasa dari 
Wajib RetiilJusi, maka Iaarus dib · ari dengan surat kuasa 
bermeterai cukup. 

d. surat permohonan dilampiri persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), masing-masing dalam 
rangkap 2 (dua) dan telah dilegalisir dan/ atau disahkan sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

e. surat/ formulir permohonan beserta lampirannya diserahkan 
kepada Pejabat/ Petugas Pemungut Retribusi di pintu masuk 
Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga; 

f. berkas permohonan yang telah diterima petugas pelayanan, 
selanjutnya dil ran pemeriksaan/ penelitian administratif 
oleh Pejabat/ Petugas Pemungut Retribusi; 

Pasal 22 

Paragraf 3 
Tata Cara 

Permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a. untuk Wajib Retribusi orang pribadi: 

1. surat/ formulir permohonan pengurangan a tau Pembebasan 
Retrib usi yang sekurang- kurangnya memuat alasan 
permohonan JJengurangan atau Pembebasan Retribusi; 

2. fotokopi I{TP pemohon }rang masih berlaku; 
3. fotokopi Sl{RD atau dokumen lain J'ang dipersamakan yang 

dimohonkan pengurangan atau pembebasannya. 
b. untuk Wajib Retribusi berupa Sadan: 

1. surat/formulir permohonan JJeng1-1raiJ.gan atau pembebasan 
Retribusi yang sekurang-kt1rangnya memuat alasan 
JJe1"'I11ol1011m1 pe11gu1·angan atau pembeb.asan Retiibusi; 

2. fotokopi KTP pengUt·us badan yang masih berlaku; 
3. fotokopi bukti pendirian badan; 
4. fotokopi SI{RD atau do en lain yang dimohonkan 

pengurangan atau pembebasan. 

Pasal 21 



'/ 

(3) Besarnya keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi 
yang dapat diberikan paling banyak 30o/o (tiga puluh perseratus) 
dari besarnya Retribusi yang harus dibayar (retribusi terutang). 

(2) Wajib Retribusi yang telah diberi suatu keputusan keringanan, 
pengurangan atau pembebasan Retrib usi tidak dapat mengajukan 
lagi permohorian keringanan, pengurangan atau pembebasan 
Retribusi terhadap Objek Retribusi yang sama. 

(1) Kepurusan pemberian keringanan, pengtrrangan atau pembebasan 
Retribusi Daerah dapat berupa mengabulkan selur uhnya atau 
sebagian. 

Pasal 23 

Bagian Ketiga 
Keputusan Pemberian Keringanan, Pengurangan 

atau Pembebasan Retribusi Daerah 

(2) Format Formulir permohonan pernberian pengurangan atau 
pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati irii, 

m. 

• 

J· 

• 1. 

g. berkas permohonan )rang belum memenuhi persyaratan (belum 
benar dan lengkap) dikembalikan kepada pemohon urrtuk 
dibetulkan/ dilengkapi; 

h. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan (benar 
dan lengkap) selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik oleh 
Pejabat/Petugas Pemungut Retribusi terhadap kondisi Wajib 
Retribusi dan/ atau Objek Retribusi; 
berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian fisik, 
Pejabat/ Petugas Pemungut Retribusi menyampaikan 
rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis bahwa 
permohonan dapat dikabulkan atau ditolak; 
berdasarkan rekomendasi hasil penelitian yang dikabulkan, 
diterbitkan Kepurusan Kepala Perangkat Daerah Teknis paling 
lama 30 (Tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya 
rekomendasi dari Pejabat/ Petugas Pemungut Retribusi Peneliti; 

k. Keputusan pemberian pengurangan atau pembebasan Pajak/ 
Retribusi diserahkan kepada pemohon; 
terhadap permohonan yang ditolak diterbitkan surat penolakan 
permohonan; 
surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pacla 
huruf 1 disampaikan kepada pemohon dengan disertai alasan 
penolakannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
tanggal diterimanya rekomendasi Pejabat/ Petugas Pemungut 
Retribusi. 

1. 



'/ 

Pada saat Peraturan B'upati ini mulai berlaku, Peraturan Bu pati 
Purworejo Nomor 71 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Retibusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2011 Nomor 70 Seri C Nomor 4), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 26 

KETENTlJAN PENUTUP 

BAB XI 

(3) Perighap'uaan piutang Retribusi sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Kepala Perangkat Daerah Teknis melakukan inventarisasi terhadap 
piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya 
diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan. 

(1) Piutang Retribusi y'ang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 
untuk mel penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan. 

Pasal 25 

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 

BAB XI 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dikenakan terhadap Wajib Retrihusi yang telah mengajukan 
permohonan pembayaran Retribusi secara angsuran dan/ atau 
penundaan pembayaran Retribusi. 

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya 
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 2% (Dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang 
terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 
rnenggunakan STRD. 

Pasal 24 

SANKSI ADMINISTRATIF 

BABX 

.. 



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2015 NOMOR 45 SERIE NOMOR38 

TRI HANDOYO 1-. 

BUPATEN PlJRWOREJO, SEI{RETARIS DAER ... 

Diundangkan di Pu orejo 
pacla tanggal 21 :De e ber 201 5 

0 .... , 

Pj. BUPATI P 
( 

fl 
' 

AGUS UT, 

Ditetapkan cli Purworejo 
pada tanggal 21 Dese11ber 2015 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Purworejo, 

Peraturan Bupati i11i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 27 

.. 



0 ,, 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

• 
• 

Purworejo, ( ... tanggal, bulan, tahun .. ) . 
Yang Menerima 

• 
• 

No. Uru t .... 
TANDATERmA. 

NAIVJA 
ALAIVJAT 

P di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . otong 1 srm . 

NI p. . T 

... Na1,1a len~ap dan tanda tangan. 

Kepala ( ... Perangkat Dae rah Teknis ... ) 
Kabupaten Purworejo 

2. Apabila SKRD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 (lima belas) 
hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 o/o per bulan 

PERHATIAN: 
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Beridahara Penerimaan ( ... Perangkat Daerah Teknis .. ) 

atau Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah 
(SSRD) 

Dengan huruf: 

-Jumlah Keseluruhan . Rp. 

,Jumlah Keteta an Retribusi R . '------------------- 
I .Jumlah Sanksi: Bunga Rp. 

f--------- ----+--t----+-~ ----+--t--1-t--------t-------------- ------- 

RETRIBUSI DAERAH u KODE REKENING NO. 

• 
• 

• 
• 

JUMLAH 

• 
• NA IVA 

ALAIVJAT 
TANGGALJATUHTEMPO 

(SURAT KETETAP AN RETRlBUSI DAERAH) 
( .. .Perangkat Daerah. Teknis .. ) No. Urut ... ·~· .. SKRD PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

Masa Retribusi : 
Tab un Retribusi : 

( ... Alamat Perangkat Daerah Teknis .. J 

FORMAT SKRD 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 44 TAWN 2015 
TENTANG 
PETUNJUI( PELAKSANAAN 
PERATURP,N DAERAH KABTJPATEN PTJRWORE:.._JO 
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 
TEMPAT REKREASI DAI\f OLAHRAGA 



MO'' 

WOREJO" ' Pj. BUPATI P 
~ 

Nama lengkap dan tanda tangan 
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . ) 

• • • • • • • •• 

Materai 
RP.6000 

Yang membuat Pernyataan 

Purworejo, ( ... tanggal, bulan, tahun ... ) 

Surat Pernyataan Kesanggupan Mernbayar ini dibuat sebanyak 2 (Dua) lembar, untuk 
dapat digunakan seperlunya, 

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ini kami buat dengan sebenarnya , 
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa aclanya tekanan atau paksaan 
dari pihak m anapu n. 

Menerangkan bahwa kami sanggup membayar secara mengangsur atas Retribusi 
Ternpat Rekreasi clan Olahraga atas narna ... clengan nilai sebesar Rp ... ( ... dengan 
huruf ) selama bulan clengan perincian sebagai berikut: 

1. Bulan . .. sebesar Rp . 
2. Bulan ... sebesar Rp ; dst 
3. Bulan . . . sebesar Rp . 

clan akan clibayarkan mulai bulan ... tahu n ... sebelum tanggal 10 setiap bulannya. 

• 
0 0 0 , , 0 0 • ' • 0 0 < > 0 0 , • < 0 > I O I O O , • 0 • • • I O < 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 I O T • , 

• 
• ' ' ' • • o • • • • • I o • • o • • • • • • o , > • I • o o > • • • o I O , , • • • • • , O o , o • o o O I , o o 

• 
• • ' • • ' ' • • • • ' o • o ' • • • ' • ' o • o • o • ' 0 I ' o o o I • • o o o o ' ' ' o • • o o • o o • ' ' o o 

• 
O ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' • • • • • • • • < • o • • 0 o • • • • • • • I I t o > o o o o • o , o o , o o 

.Jabatan 
No. KTP 
Alamat 
NPWPD 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama : . 

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR 

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEJ'VIBAYAR 
RETRIBUSI SECARA ANGSURAN 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI PUR\VOREJO 
NOMOR 44'LTAHUN 2015 
TENTANG 
PETUNJUI{ PELAKSANAAN 
PERATTJRAN DAERAH KABUPATEN PURWORE,_JO 
NO MOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 



.. 

OREJO, Pj. BUPATI PTJ 
t 

Narna lengkap dan tanda tangan 
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

• • • • • • • • • 

I Materai 
RP.6000 

Yang rnembuat Pernyataan 

Purworejo, ( ... tanggal, bulan, tahun ... ) 

Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ini dibuat sebanyak 2 (Dua) lembar, 
untuk dapat digunakan seperlunya, 

Dernikian Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ini karni buat dengan 
sebenarnya, dalam keadaan sehatjasmani dan rohani, serta tanpa adanya tekanan 
atau paksaan dari pihak manapun. 

Menerangkan bahwa kami sanggup membayar pada tanggal ... bulan ... tahun .... 
terhadap penuridaan pernbayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang 
terutang atas nama ... dengan nilai sebesar Rp ... ( ... dengan huruf ... ). 

Y ang bertanda tangan dibawah ini : 
Nam a . 

• ' ' ' • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • I • 0 • • 0 • • • • • • • o • • • • • • • • I • o • • I I O 

J abatan : . 
No. KTP : . 
Alarnat : ~ . 
NPWPD : . 

SURAT PERNYAT AAN KESANGGUPAN MEMBAY AR 

FORMAT SURAT· PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR 
PENUNDAAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

L.A..l\rlPIRAN III 
PERATURAN BTJPATI PURWOREJO 
NOMOR 44 T.AfflJN 201 lj 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABTJPATEN PUR\AJORE ... JO 
NO MOR 24 TAHTJN 2011 TENTANG RETRIBUSI 
TEMPAT REKREASI DAN CJLAHRAGA 



• 

Pj. BUPATI PU 
t 

Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap dan Cap 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

NO. Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 

Jumlah Setoran 
• 

• 
• Menvetor berdasarkan 
• 
• Kabupaten 

Kecamatan : • 
• RT/RW: Kelurahan/ Desa 

Alamat Wajib Retribusi : 
• 
• NPWPD 
• 
• 

( ... Alamat Perangkat Daerah. Teknis ... ) 
TAHUN : ..... 

( .. .Perangkat Daeran Teknis .... ) 

I Terbilang : 

WAJIB RETRIBUSI/ PENYETOR, 
Purworejo ., . Diterima Oleh: 

BENDAHARA PENERIMAAN, 

Nama Wajib Retribusi 

TANDA TERIMA PEMBAYARAN 

.. 

NO. 

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

F'ORivIAT TIP 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 44 TAltTN 2015 
TENTANG 
PETTJNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWORE.._JO 
NO MOR 24 TAHTJN 2011 TENTANG RETRIBUSI 
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 



u '/ 

Pj. BTJPATI PlJ 
t 

I *. coret ealah satu 

Tanda tangan, riama dan cap 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

Bank . Uang tersebut diterima pada tanggal: .... 

STS NO: Bank : BAiiI{ JATEf'lG 
No. Rekening: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Harap diterima uang sebesar : R1). • • • • • • • • • • • • • 

(Dengan huruf) ( ..................... ····-· ............................................................................................... ) 

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: 
- - --- -- 

NO. KODE REKENING URAIAN RINCIAN OBYEK I JUMLAH 
I 

' . 

I 
' ' I . 

' 

Jumlah Rp. ....... 
' ' Purworejo, tanggal, bulan, tahun 

Merigetahui Bendahara Penerimaan 
Penggu na Anggarari/ Kuasa Pengguria Anggaran *) ( ... Perangkat Daerah Teknis . ' . ) 

••• Perangkat Daerah Teknis ... ) 

( ... nama lengkap dan tanda tru1gru1 ... ) ( ... 11m11a le11gkar) dari tanda t.,u1gan ... ) 
N1P. • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • , • , • • • NIP. ••••••••••••••••••••••••••••• 

SURAT TANDA SETORAN 
(STS) 

( ... Perangkat Daerah Teknis ... ) 
( ... Alamat Perangkat Daerah Teknis ... ) 

0 

FO RivIAT STS 

LAMPIPJ\NV 
PERATTJRAN BUPATI PURWOREJO 
NOivlOR 44 l'"lJN 2015 
TENTANG 
PET·TJ N.._JTJK PELAI{SANAAN 
PERATURAN DAERAH KA.BTJP,1'.TEN PIJRWORE._JCJ 
NC)MCJR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 
TEMPAT REKREASI DAN OLAHR1\GA 



• 

0 '/ 

WOREJO, 

/ 
Pj. BUPATI PT 
r 

coret. salah satu 

NI P, . . 

1. Surat Tagihan Retribusi Daerah ini harus dilunasi 
paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterirna. 

2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang 
retribusi belum dilunasi, maka tindakan penagihan 
akan dilajutkan dengan penerbitan Surat Teguran 
dan Surat Paksa. ( ... N&'lla lengkap clan tar1da tangar, ... ) 

PERHA TIAN Purworejo, ( ... tanggal, bulan, tahun ... ) 
( ... Kepala Perangkat Daerah Teknis ... ) 

Tanggal Jatuh Tempo: Tempat Pembayaran: 

erincian e I'I Ll S'l van - eru an 
1. Retribusi yang terutang merru rut SSRD SKRDIIB/ SICRDBKBT*) Rp. 

1'Elli1111 ............ 
2. Telah dibayar tanggal I , Rp. 
3. Pengurangan Rp. 
4. .Iumlah yang diperhitungkan ( angka 2 + angka 3) Rp. 
S. Retribusi yang kurang dibayar ( angka 1 - angka 4) Rp. 
6. Sanksi bunga 2% x ... bu lan x Rp .... (angka SJ Rp. 

I 7. Retribusi yang masih harus dibayar (5+6) Rp. 

t T R t ib . • p . 

• 
• NPWPD 
• 
• 

• 
• Naina Wa'ib Retrib11si 

Alamat Wajib Retribusi 

• 
• 

RJJ. . . 
( dalam huruf ) 

.Jurnlah retribusi yang terutang yang masih harus 
dibayar 

• 
• 

Tahun: • 
• 

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 
( .• .Perangkat Daerah Teknis ... ) 

( •• .Ala111at Perangkat Daerah Teknis ... ) 

I 

Nomor 
Tan al Penerbitan f----- 

.. 

FORMAT STRD 

LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI PUR\VOREJO 
NOMOR 44 TA.lt1N 2015 
TENTANG 
PETTJNJTJK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABTJPATEN PURWORE..._JO 
NO MOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 
TEMPAT REI{REASI DAN OLAHRAGA 



Pj. BUPATI P 
e 

Nama teran 
'------~ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

PEMOHON, 

Demikian perrnohonan kami, atas terkabulnya permohonan ini kami 
ucapkan terima kasih. 

Maksud tujuan kunjungan karni adalah: 
Tujuan : . 
Selama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hari 
Alasan : . 

Dengari ini rnengajukan permohonan keringanan Retribuei Tempat 
Rekreasi dan Olahraga . 
u n tuk orang. 

Surat bukti : (f oto kopi terlarnpir] 
• 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Kedudukan 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
N ama : . 
Alamat : . 

di PTJRWOREJO 

Kepada: 
Yth. BUPATI PTJRWOREJO 

c. q. Kepada D inas . 

Purworejo, . Perihal : Permohonan 
Keringanan Retribusi 

FORMAT FORMULIR PERIVIOHONAN 
PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI 

LAMPIRAN VII 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 44 TAfilJN 2015 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAI\f DAERAH KABUPATEN PTJRWCJREJO 
NO MOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAG.A. 

I 

• 



Pj. BUPATI PU OREJO~ 
r 

Nama terang 
Keterangan: 
*I caret yang tidak perlu 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

PEMOHON, 

Demikian permohonan kami, atas terkabulnya permohorian ini kami 
ucapkan terima kasih. 

Maksud tujuan kunjungan karni adalah: 
Tujuan : . 
Sc lama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha ri 
Alas an : . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . untuk orang, 

Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan/ pembebasan ""l 
Retribuei Tern pat Rekreasi dan Olahraga . 

Surat bukti : [foto kopi terlampir) 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 
o • • > • • • • • • • ' o • o • • • • • 0 • o o O > • • • 0 ' • ' I o • ' I ' • ' • o o < • 

Alamat 
Kedudukan 

Yang bertanda tangan di bawah i11-i : 
Nam a . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

di PURWOREJO 

Kepada: 
Yth. BUPATI PURWOREJO 

c. q. Kepada Dinas . 

Purworejo, . Perihal : Perrnohonan 
Pengurangan Z Pembebasan *l 
Retribusi . 

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN 
PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI 

LAMPIRAN VIII 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 44 TJWIJN 2015 
T'ENTANG 
PETUNJTJK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWORE1-JO 
NO MOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBTJSI 
TEMPAT REI{REASI DAN OLAHRAGA 


